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OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI
UNDANG — UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

TENTANG KEPOLISIAN
(STUDI KASUS fOLTABES MS)

OLEH
NATALSITORUS

ABSTRAKSI

Sedagai negara hukum yang memputiyai perangkat hukum yang salah sstunya
adalah pihak kepolisian sebagai penegak hulcum, bal ini dikarenakan pihak kepolisian
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sistim bukum.

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyai
fiungsi dalam penegalsen hukum dalam suatu wilayah negara Kesatuan Republik
Indonesia yan begitu luas, dan ini bukan hanya sekedar aspek refiesif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana.

Oalam mcojalankan fungsi dan peranannya dalam pemegakan hukum pihak
kepolisian dibekali dan dipericogkapi dengan persenjetaan yang lengkap yang lebib
dikenal dengan senjata api. Namun dalam hal kepemilikan senjata api oleh anggoma
kepolisian tidak semua anggota kepolisian dipersenjalai denmgan senjate api
dikarenakan senjata api diberikan berdasarkan kepangkatan dart anggota kepolisian
tersebut.

Tetapi dalam kurun waktu terakhir ini, banyak terjadi penyalahgunaan senjata
api oleh anggota kepolisian, dan hal ini secara tidak langsung membenkan pandangan
negalf dan masyarakat Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh angota
kepolisian akan berkemaan dengan pelanggaran disiplin,

Dan sebagas suatu pelanggaran oleh anggota kepolisian akan diahg dalam
Uadang ~ Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada
pasal 27 ayat 1 “‘untuk membina p¢rsatuan dan kesatuan serta menigkatkan semangat
kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik
Indonesia™, akan apy hal ini lebih lanjul dijelaskan dalam PP No. [ Tahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang terdapat dalam pasal 11, sera PP
No. 2 Tahun 2003, Temtang Disiplin Polri, serta PP No. 3 Tahun 2003, Tentang
Pelakszmagan Teknis Institusiooal Peradilan Umum Bagi Anggoms Polri.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara hukurn, tidak terlepas dan sistim peradilan
yang dilengkapi dengan catur pepegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian
mempunyai peranan yang sangat penting dalam komgonen pevadilan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian @erupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan sistim peredilan jtu seadin, disebabkan karena ini merupakan satu
sistim yang tenmiegrasi, sebagai suatu sistim peradilan memerlukan keterikatan dan
keterkaitan dengan komponen lain.

Hal ini didasarkan karena pihak kepolisian necgara Republik ladonesia,
schagrimam dimakankan dalam indang — undang nomor 2 tahun 2002, teolng
kepolisian negara Republik Indonesia, dan lebih dijelaskan pada pasal 4 bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelibaranya keamanan
dan ketertiban masyarskst, menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketentaman masyarakst guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
dalam rangka terpelihamn keamanan dan menjunjung tingei hak asasi maousia.

Kepolisian scbagai bagian integral pemerintahan sustu negara, mempunyai
fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik

Indoneia yang begitu luas, tidak sekedar aspek refiesif dalam kaitannya devgan

proses pepegakan bukum pidana saja.
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Dalam menjalankan fungsi dan peransnoaya dalam penegakan hukum, pibak
kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lenghap yang secars umum dikenal
dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk
memiliki senjata api tersebut, kepemilikan senjata api di lingkungan kepolisien
ditentukan berdasarkan kepangkatan dan keahlian tertentu dalam menjalankan tugas.

Dalam kepeimiikan semjata api oleh pibak kepolisian, juga terika) tenteng
kedisiplimin, dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan semjama api,
dan hal ini lebib dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraluao Disipilin
POLRI senta PP No. I tahun 2003 tentang pcraruran pelaksana.

Penyalahgunaao senjata api di lingkungan kepolisian berasal dart pribadi
polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu penyalah gunaan
senjata api di lingkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin,
sebagmiamna dijelaskan dalam undang — undang No.2 sahun 2002 dan diperjelas
dalam Perahman Pemerintah No. 2 tahun 2003 dan ams pelanggarao inj tidak terlepas
dari sanksi ~ sanksi yang harus di tecpkan, guna menjamin tetap teriaksananya
disiplin dalam lingkungsn kepolisian i tu sendin.

Terlepas dari pembahasao diatas, bahwa penyalabhgunaan api oleh anggota
kepolisian bukan hanya di babas dan tecantup dalam PP No.3 tabun 2002, tetapi
tenteng pelanyalahgunaan senjata api ini sebagat suatu pelanggaran disiplin lebib
lanjut dan lebib difokuskan penjelasannya di dalam peraturan pemenutah PP No. 1

tabun 2003 teotang peleksanaan (ehnis intitusionl peradilan umum anggota pohi

dalam penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.
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